
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 50 TAHUN 2021 

TENTANG 

TUGAS DAN FUNGSI 
INSPEKTORAT DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peratura n Daerah 
Nomor 7 Tahun 201 6 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah sebagaiman a telah diuba h beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrna laya Nomor 
3 T n 202 1 entan g Perubahan e ua atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasik m a laya Nomor 7 Tah n 20 16 tentang 
Pembentukan dan Susu nan Perangkat Daerah dan Pasal 93 
Peraturan Bu pa i asikrnalaya Nom or 39 Tahun 202 1 tentang 
Ked d kan, Susunan Organisasi, Tu gas dan Fungsi Perangkat 
Da erah, perlu m enetapkan Peraturan Bupati Ta sikmala a tentang 
Tugas dan u ngsi Inspektorat Daerah; 

1. U dang-Un d a n g Nom r 14 Ta h u n 1950 tentang em bentukan 
Da erah-Daerah Ka u p aten Dala m Lingkun gan Propinsi Djawa 
Barat (Be ita Negara Republik Ind n esia Ta hun 1950) , 

sebaga imana telah d iubah dengan Un dang-Un dang Nomor 4 

ahun 1968 ten ang Pembentukan Kabu a ten Purwakarta dan 

Kabupate Subang dengan Men gubah Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 1 50 tentang Pemben ukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lin gkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Nega R publik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
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tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Ta hun 

2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 20 16 Nomor 

1); 
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 

20 16 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 

Pemerintahan Kabupaten Tasikrnalaya (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 

Tahun 20 16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2 0 16 Nomor 7) sebagaima na telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Ka bupaten 

Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubah an Kedua 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 

Tahun 20 16 tentang Pembentukan dan Susu nan Perangkat 
Daerah (Lembaran Da erah Kabupaten Ta s ikmalaya Tahun 
2021 Nomor 3); 

7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 ten tang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 

Nomor 39); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI 

INSPEKTORAT DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
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2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

5 . Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah pada Inspektorat Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya. 

6 . Inspektur Pemban tu adalah Inspektu r Pembantu I, Inspektur Pembantu II dan 
Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Ka bupa ten Tasikmalaya yang 
membawahi wilayah kerja pembina an da n pengawa san pada Instansil 

Perangkat Daerah di lingkungan Pem erintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

7 . In spektur Pembantu Khusus adala h Inspektur Pembantu Khusus pada 

Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang menangani fungsi khusus 
pen anganan pengaduan m a syara ka t dan audit investigatif, serta pela ksa naan 
koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pela k sa naan 
progra m reform a si birokrasi. 

8. Kelom pok Jabatan Fungs ional a dalah jabatan Pegawai Negeri Sipil yang 

melaksanakan tuga s , tanggung j awab, wewenang dan hak yang dida sarkan 

pada kea h lian danl atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri. 

9 . Jabatan Fungsional Pengawa s ada la h adalah ja batan Pegawai Negeri Sipil 
yang m elaksanakan tugas, tanggung j awab, wewen ang dan h ak yang 
didasarkan pada keahlian dan/ ata u keteram pilan terten tu d i b idang 

pengawasan yan g bers ifa t m andiri . 

10. Jabata n Fun gsional Auditor selanjutnya disebut auditor adalah Auditor 

Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan jaba tan yang mempu nyai ruang 
lingkup tugas, tanggu ngj awab dan wewena n g u n tu k melakukan pengawasan 
intern pa da instansi pemerintah, lembaga dan l atau p ih ak lain yang 
didalamnya terdapa t kepen tinga n n egara sesuai dengan peratu ra n perundang­
undangan yang didu duki oleh PNS den gan h ak da n k ewajiban yan g diberikan 

secara penu h oleh pejabat ya ng berwenang. 

11. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di 
Daerah selanjutnya disebut P2UPD adala h jabatan fungsional yang 
mempunyai ruang lingkup tu gas, tanggungjawab d a n wewenang untuk 
melakukan kegiatan pengawasan a tas penyelenggaraan teknis urusan 
pemerintahan di daerah, di lua r pengawasan keuangan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang diduduki Pegawai Negeri Sipil. 

12 . Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah 

instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan 
intern di lingkungan Pemerintah Pusat dan I atau pemerintah daerah yang 
terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 
Inspektorat Jenderal atau Inspektorat Unit Pengawasan Intern pada 
Kementerian atau Kementerian Negara, Inspektorat Utama atau Inspektorat 

Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat pada Pemerintah Daerah 

Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Inspektorat atau Unit Pengawasan Intern pada 
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Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang­
undangan. 

13. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, yang selanjutnya 

disebut P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, 

wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 

melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaran teknis urusan 
pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

14. Pengawasan seluruh proses kegia tan audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan 
kegiatan pen gawasan lain, seper ti konsultansi (consultancy), sosialisasi, 
asistensi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organ isasi dalam 

rangka memberikan keyakinan yang mem a da i (assurance) bahwa kegiata n 

tela h d ilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapka n secara 

efektif dan efisien u ntuk kepentin gan pimpinan dalam mewujudkan tata 
kelola /kepemerinta h an ya ng baik (good govemance). 

15. Audit a dalah proses iden tifikasi m asalah, analisis, dan evaluasi bu kti yang 

dilakukan secara independen, obyektif, da n profesional berdasarka n s tandar 

audit u n tuk m enilai keben aran, kecerrna ta n , kredibilitas, efektivitas, efisiensi, 

dan keandala n informasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. 

16. Reviu adalah penelaaha n ulang bukti-bukti suatu kegiata n untuk memastikan 
bahwa kegiatan ter sebut tela h dilaksanakan sesuai den ga n ketentuan, 
standar, rencana, a tau norma yang tela h d iteta pkan. 

17. Evaluasi adala h rangkaian kegiatan m em bandingkan h a sil/ pre s tasi su atu 

kegiatan denga n sta ndar, rencana, a tau norma ya n g telah ditetapkan, dan 

menen tukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan 

suatu kegiatan dala m m en capai tujuan. 

18. Peman tauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/ kegiatan 
dalam menca pai tujuan ya ng telah ditetapkan. 

BAB II 
I 

SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

Pa sal 2 

Susunan organisasi Inspektorat Daerah Ka bupaten Tasikmalaya, terdiri atas: 

a . Inspektur Daerah; 

b. Sekretariat, terdiri atas: 
1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
3. Subbagian Keuangan; 

c. Inspektur Pembantu I, membawahkan: 

1. Jabatan Fungsional P2UPD; dan 

2. Jabatan Fungsional Auditor. 
d . Inspektur Pembantu II , membawahkan: 

1. Jabatan Fungsional P2UPD; dan 
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2. Jabatan Fungsional Auditor. 

e. Inspektur Pembantu III, membawahkan: 

1. Jabatan Fungsional P2UPD; dan 

2. Jabatan Fungsional Auditor. 

f. Inspektur Pembantu Khusus, membawahkan: 

1. Jabatan Fungsional P2UPD; dan 
2. Jabatan Fungsional Auditor. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagian Kedua 

Rincian Tugas Unit dan Fungsi 

Paragraf 1 

Inspektur Daerah 

Pasa13 

(1) Inspektur Daerah sebagaimana dimak su d dalam Pasal 2 Huruf a mempunyai 

tugas m emimpin, mengatur, membina mengoordinasikan, mengendalikan 

pelak sanaan tugas Inspektorat Daerah yang meliputi pengawasan terhadap 
pelaksanaan u rusan pemerintah an yang m enja d i kewen a n gan d a erah dan 

tugas pembantuan oleh pera n gkat daerah serta pelak sanaan p embina an atas 

penyelenggaraan pemerin tahan de sa. 

(2) Dalam m enyelenggarakan tugas p okok sebagaim ana dimaksud pada ayat (1), 

Inspektur Daerah m empunyai fungsi: 

a. Penyelenggaraan perum usa n kebijakan teknis bidang pengawasan dan 

fasi lita si p engawasan; 
b. Pelaksa n a an pengawasan in ternal terhadap k inerja dan k euangan melalui 

audit, reviu, evaluasi, p emanta u a n dan k egiatan pengawasan lain nya; 

c. Pelaksanaan p engawasan untuk tujuan tertentu atas p en u gasan dari 

Bupati; 

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan; 

e. Pelaksanaan koord inasi pencega h an tindak p idana koru p s i; 

f. Pengawasan pelaksanaan program reform asi birokrasi; 

g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan 

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas, Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan 

anggaran Inspektorat Daerah; 
b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; 

c. Menyelenggarakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan 

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan 

lainnya; 
d. Menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian 

tugas pengawasan; 
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e. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan; 

f. Menyelenggarakan kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan oleh perangkat 
daerah; , 

g. Menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan desa dan urusan pemerintahan desa; 

h. Menyelenggarakan penyusunan hasil pengawasan dan inventarisasi serta 
pemutakhiran data hasil pengawasan; 

1. Menyelenggarakan monitoring kepatuhan penyarnpaian laporan harta 

kekayaan aparatur sipil negara dan laporan harta kekayaan penyelenggara 
negara; 

J. Menyelenggarakan verifikasi dan klarifikasi laporan harta kekayaan 
aparatur sipil negara; 

k. Menyelenggarakan pengawasan u ntuk tujuan tertentu atas pen u gasan 
Bupa ti; 

1. Menyelenggarakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; 
m. Menyelenggarakan pengawasan penyelenggaraan program reformasi 

birokrasi; 
n. Mcnyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 

tugas; 

o. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 

p. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 2 
Sekretariat 

Pasa1 4 

(1) Sekreta riat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b m em punyai tugas 

pokok m enyelenggarakan administrasi Inspektora t Daerah meliputi 

perencanaan dan pelaporan , keuangan dan a set, kepegawaian dan umum 
serta membantu Inspektur mengoord inasikan Inspektur Pembantu dalam 
pelaksanaan tugas pengawasan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), mempunyai fungsi: 

a. Pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran 

pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang­
undangan dan pengadministrasian kerja sarna pengawasan; 

b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan 
penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi 

pencapaian kinerja; dan 
c. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum. 

(3) Rincian dalam menyelenggrakan tugas pokok, Sekretariat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan program kerja Inspektorat 

Daerah; 
b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan; 
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c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 

d. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan; 

e. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 
f. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian 

peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan 
hubungan masyarakat; 

g. Menyelenggarakan koordinasi bahan pemeriksaan dan pengawasan atas 
pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

h. Menyelenggarakan koordinasi penyiapan bahan kegiatan 
dengan program kegiatan pengawasan tahunan; 

1. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan; 

. . 
reVlU seSUaI 

J. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, konsultasi, 
pelayanan serta pengamanan informasi publik; 

k. Menyelenggaraan fasilitasi pembinaan dan pengembangan J a ba tan 
Fungsional; 

1. Menyelenggarakan koordinasi pelaporan dan evaluasi kegiatan pengawasan; 
m. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat; 

n. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas 
dan fu ngsi Inspektorat Daerah sebagai bahan pertimbangan pengambilan 
kebijakan; 

o. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 

p. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Subbagian Perenca n aan, Evaluasi dan Pelaporan; 
b. Subbagian Umum dan Kepegawaia n ; dan 

c. Subbagian Keuangan. 

Pasa15 

(1) SUbbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaiman a dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok m elaksanakan 
penyusunan bahan perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja dan 
pelaporan, menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian 

rencanaj program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan 

rancangan peraturan perundang-undangan, kerja sarna pengawasan dan 

dokumentasi di lingkungan Inspektorat Daerah. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas 

meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbagian 

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
b. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan sebagai bahan 

perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan; 
c. Melaksanakan penyusunan program kerja pengawasan tahunan; 
d. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan reviu sesuai dengan 

program kegiatan pengawasan tahunan; 
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e . Melaksanakan penyusunan bahan dan dokumen perencanaan kegiatan 

Inspektorat Daerah; 

f. Melaksanakan penyusunan bahan dan dokumen pelaporan kegiatan 
Inspektorat Daerah; 

g. Melaksanakan inventarisasi dan menyusun data temuan hasil pemeriksaan 
(Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Aparat Pengawas Ekstern 
Pemerintah); 

h. Melaksanakan penyusunan dan penyiapan dokumen bahan tindak lanjut 

dan pemutakhiran data temuan hasil pemeriksaan; 
1. Melaksanaka n penyusunan ikhtisar hasil pemutakhiran data tindak lanjut 

temuan hasil pemeriksaan; 
J. Melaksanakan penyusunan dan penYlapan bahan dokumen kegiatan 

m onitoring dan evaluasi pembangunan; 

k. Melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan dokumen kegiatan dan 
evaluasi kinerja; 

1. Melak sanakan penyiapan bahan k oordinasi pelaksanaan teknis kegiatan 
penga wasan tiap-tiap unit k erj a di lingkungan Inspektora t Daerah; 

m. Melaksan a kan penyiapan baha n koordinasi pelak sanaan tuga s pengawasan 
den gan pihak pengawas internal maupun pengawas eksternal; 

n. Melaksanakan penyusunan bahan koordin asi dan evaluasi pelaksanaan 

tekn is kegiatan monitoring dan evaluasi tiap-tiap unit kerja; 

o. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan laporan dan evaluasi 
kinerja Inspektorat Daerah; 

p . Melaksanakan evaluasi dan pela p oran kegiatan subbagian perencanaan, 

evalu asi dan pelaporan; dan 

q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasa1 6 

(1) SUbbagia n Umum dan Kepegawaia n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (4) huruf b mempunyai tuga s pokok melaksana kan pengelolaan 
ketatausahaan, ketatalaksanaan, keh umasan , perlengkapan, rumah tangga 

serta administrasi kepegawaian di lingkungan Inspektorat Daerah. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Umum dan Kepegawaian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbagian Umum 

dan Kepegawaian; 
b. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana 

kantor; 
c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan 

prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam; 
d . Melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik negara; 
e. Melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan 

ekspedisi Inspektorat Daerah; 
f. Melaksanakan pengelolaan layanan informasi, konsultasi dan pengaduan; 
g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan standar operasional prosedur 

tiap-tiap unit kerja; 
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h. Melaksanakan penytapan bahan kebutuhan pegawai, rencana pendidikan 

dan pelatihan, pengembangan karir, pembinaan dan disiplin pegawai serta 
pemberian sanksi dan penghargaan pegawai; 

1. Melaksanakan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai Inspektorat 
Daerah; 

J. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas; 

k. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, 

keprotokolan dan hubungan masyarakat; 
1. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk 

hukum; 
m . Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian 

Umum dan Kepegawaian; dan 

n . Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasa1 7 

(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) h uruf c 
mempunyai tugas pokok penyiapan bahan penyusunan anggaran, 
penatausahaan keuangan, pencatatan aset dan penyusunan bahan laporan 
pertanggungjawaban keuangan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rin cia n tugas meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Su bbagian 
Keuangan; 

b. Melaksanakan penyiapan bahan rencana anggaran; 

c. Melaksanakan penatausahaan keuangan; 

d. Melaksanakan pemberian layanan administrasi bidang keuangan; 

e. Melaksanakan verifikasi dokumen dan rencana pelaksanaan anggaran; 
f. Melaksa n akan penytapan bahan pertanggungjawaban d a n pelaporan 

keual1.gan; 
g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan h asil pelaksa n aan tuga s Subbagian 

Keuangan; 

h. Melaksanakan koordin asi dengan unit kerja terkait; dan 

1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 3 
Inspektur Pembantu I, Inspektur Pem bantu II dan Inspektur Pembantu III 

Pasal 8 

(1) Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II dan Inspektur Pembantu III 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d , dan huruf e 
mempunyru tugas pokok membantu Inspektur Daerah dalam 
m enyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, pemantauan, evaluasi, 
pemeriksaan, pengujian dan penilaian dalam tugas pengawasan urusan 
pemerintahan daerah, penyelenggaraan pembinaan pemerintahan desa dan 

pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta pelaksanaan pengawasan 
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terhadap tugas pembantuan dan pelaksanaan pmJaman dan atau hibah 
sesuai dengan wilayah kerjanya serta penanganan kasus pengaduan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Inspektur Pembantu I, Inspektur 
Pembantu II dan Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi meliputi: 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; 

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui 

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya 
diwilayah kerjanya; 

c . Penyusunan laporan hasil pengawa san di wilayah kerjanya; 
d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai d engan lingkup 

tugasnya ; dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah terkait 

d engan tugas dan fungsinya. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Inspektur Pembantu I, In spektur 
Pemban tu II dan Inspektur Pemba n tu III mempunyai rincian tugas m eliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusu nan rencana program pengawasan sesuai 

dengan bidang tu gasnya; 

b. Menyelenggarakan pengoordina sian dalam penyiapan bahan pem eriksaan 

reguler , pema ntauan atau monitorin g dan evaluasi; 

c. Menyelenggarakan pengoordina sian pelaksanaan pemeriksaan reguler, 
pemantauan a tau m onitoring dan evaluasi sesuai dengan wilaya h k erjanya; 

d. Menyelenggaraka n pemeriksaan unt uk tujuan tertentu atas penuga san dari 
Bupa ti dan / atau Inspek tur Daera h; 

e. Menyelenggarakan pengoordin asian dan pembinaan J abatan Fu ngsional 

P2UPD dan J abatan Fu ngsional Auditor; 
f. Menyelenggarakan tu gas pengawasan, pemeriksaan yang pelaksanaannya 

diba ntu oleh Peja ba t Fungsional P2UPD dan Pejaba t Fungsional Auditor; 
g. Menyelen ggaraka n pelaksanaan tugas pemeriksaan, p enguJlan dan 

penilaian tu gas pengawasan; 

h. Menyelenggarakan penangan a n permasalahan a pabila terjad i hambatan 

dalam kegiatan pengawasan; 

1. Menyelenggarakan kegiatan supervisi a tas pelaksanaan penugasan dalam 
pemeriksaan; 

J. Menyelenggarakan penginventarisasia n dan pemutakhiran data tindak 
lanjut hasil pengawasan; 

k. Menyelenggarakan kegiatan reVlU pelaksanaan penugasan seSUaI dengan 

program pengawasan; 

1. Menyelenggaran kegiatan reviu atas kertas kerja pemeriksaan; 
m. Menyelenggarakan kegiatan reviu atas konsep laporan hasil pengawasan; 

n. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 
tugas; 

o. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 

p. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 
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Paragraf 4 
Inspektur Pembantu Khusus 

Pasa19 

(1) Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f, 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Inspektorat Daerah 

di bidang perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi 
pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif, 
pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati 
danl atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, pelaksanaan koordinasi 

pencegahan tindak pidana korupsi serta pengawasan pelaksanaan program 

reformasi birokrasi. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Inspektur Pembantu Khusus 
mempunyai fungsi meliputi : 

(3) 

a. Penyiapan kebijakan, rencana da n program pengawasan untuk tujuan 

ter tentu; 
b. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penu gasan dari 

Bupati danl atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; 

c. Pela ksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif; 
d. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi serta 

pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; dan 
e. Pela ksanaan fungsi lain yang d iberikan oleh Inspektur Daerah terkait 

dengan tuga s dan fungsinya. 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, inspektur pembantu khusus 

mempunyai rin cian tuga s m eliputi: 

a. Menyelenggarakan penyusun a n rencana program pengawa san dengan 
tujuan tertentu; 

b. Menyelenggarakan pengkajian data dan informasi pemer iksaan dengan 
tuju an tertentu; 

c. Menyelenggara kan pengelolaan dan pelaksanaan pemeriksaan atas 

penanganan pengaduan masyarakat; 
d. Menyelenggarak an penanganan pengaduan Whistle B lower System (WBS); 
e. Menyelenggarakan pengoordina sian dan pembinaan Jabatan Fungsional 

P2UPD dan Jabatan Fungsional Auditor; 
f. Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari 

Bupati danl atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; 

g. Mengkoordinasikan pencegahan tindak pi dana korupsi; 

h. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sarna dengan pengawas eksternal 
dan pengawas internallainnya; 

1. Mengkoordinasikan pengawasan pelaksanaan program reformasi 
birokrasi; 

J. Menyelenggarakan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; 

k. Menyelenggarakan penyusunan laporan hasil pengawasan; 

1. Menyelenggarakan monitoring kepatuhan penyampaian laporan harta 
kekayaan aparatur sipil negara atau laporan harta kekayaan 
penyelenggara negara; 



12 

m. Menyelenggarakan verifikasi atas kewajaran laporan harta kekayaan 
aparatur sipil negara; 

n. Menyelenggarakan klarifikasi danl atau pemeriksaan dengan tujuan 

tertentu apabila ada indikasi ketidakwajaran harta kekayaan aparatur 
sipil negara; 

o. Menyelenggarakan penyiapan bahan rekomendasi pemberian sanksi 
kepada wajib laporan harta kekayaan aparatur sipil negara atau laporan 
harta penyelenggara negara yang tidak memenuhi kewajibannya serta 
pegawai d i lingkungan Inspektorat Daerah yang membocorkan informasi 
tentang har ta kekayaan aparatur sipil negara; 

p. Menyelenggarakan pengoordinasian dalam penYla pan bahan 
pemeriksaan untuk tujuan tertentu, pemantauan atau mon itoring dan 
evaluasi; 

q . Menyelenggarakan monitoring, eva luasi dan pelaporan hasil pelak san aan 
tugas; 

r. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 

s. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragra f 5 
J a batan Fungsional Auditor dan Pen gawas Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Pasal l 0 

(1) Jabatan Fungsional sebagaimana d imaksud dalam pasal 2 huruf c angka 1 
dan a n gka 2, h u ruf d a ngka 1 dan a ngka 2, huruf e angka 1 dan angka 2, dan 
huruf f a ngka 1 dan angka 2 terdir i a tas tenaga J a batan Fun gsion al Auditor 
dan fungsional Pen gawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah an Da erah. 

(2) Jabatan Fungsional yang m elaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdir i dari Jabatan Fungsional Pengawas 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintaha n Daerah dan Au ditor berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu; 
(3) Jumlah tenaga dan jenis Jabatan Fun gsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditentuka n berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; 
(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsiona l sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diatur berdasarkan peraturan perun dang-unda ngan; 

(5) Rincian tugas Jabatan Fungsional sebagaimana ayat (1) diatur sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 6 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 11 

(1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 huruf g berdasarkan bidang keahlian danl atau keterampilan tertentu serta 

bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai 
kewenangannya. 
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(2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 

beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati. 

(3) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(4) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Paragraf 7 

Tata Kerja 

Pasal 12 

(1) Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan 
Inspektur Pembantu Khusus berperan sebagai Koordinator Wilayah Kerja 
dan l a tau wakil penanggung jawab pela ksanaan pengawasan. 

(2) Insp ektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan 

Inspektur Pembantu Khusus membawahi Pejabat Fungsional P2UPD dan 
Pejabat Fungsional Auditor. 

(3) Pembagian tugas dan fungsi ke dalam masing-masing unit kerja In spektur 
Pembantu didasarkan pad a beban kerj a pada Inspektur Pembantu serta 
beban kerja yang dilaksanakan oleh p erangkat daerah. 

(4) Peneta pa n wilayah kerja Inspektur Pembantu I, Inspektur Pem bantu II, 

Inspektur Pemban tu III dan Inspektur Pembantu Khusus ditetapkan lebih 

lanjut dengan Keputusan Bupati. 
(5) Kelompok ~Jabatan Fungsional seba gaimana dimaksud da lam pasal 2 huruf g 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah 
melalu i Sekretaris . 

BABIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 13 

Pad a saat mulai berlakunya Peraturan Bupati mI, pejabat yang ada tetap 
menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan 

ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

BABIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka: 
a. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 82 Tahun 2019 tentang Tugas dan 

Fungsi Inspektorat Daerah; dan 
b. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 83 Tahun 2020 tentang Tugas dan 

Fungsi Inspektorat Daerah; 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal15 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya . 

Diundangkan di Singapa rna 

pada tanggal 27 Agustus 2021 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 27 Agustus 2021 

NTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 50 


